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ABSTRAK 

 

STRATEGI TATA KELOLA EKOSISTEM MANGROVE  

DI KABUPATEN TANGERANG 

 

 

Oleh 

 

ERLITA GIFFANY NOVITASARI 

 

 

 

Ekosistem mangrove yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang mempunyai pe-

ran sebagai pemberi jasa ekosistem. Jasa ekosistem tersebut dikelompokkan men-

jadi 3 fungsi, yaitu fungsi biologis, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Mengi-

ngat fungsi penting dari ekosistem mangrove, maka dilakukannya penelitian un-

tuk: (1) mempelajari jenis mangrove yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Ta-

ngerang; (2) menentukan strategi untuk pengelolaan ekosistem mangrove di Ka-

bupaten Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021, bertempat 

di 6 desa pesisir yaitu Desa Kronjo, Patra Manggala, Ketapang, Margamulya, 

Tanjung Burung dan Tanjung Pasir. Data yang digunakan berupa data primer dan 

sekunder serta dianalisis dengan metode analytical hierarchy process (AHP). 

Hasil dari pengumpulan data tersebut antara lain, tingkat tingkat pertama terdapat 

tujuan yaitu strategi tata kelola ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang. 

Tingkat kedua yaitu Aktor terdiri dari pemerintah (0,344), masyarakat (0,223), 

lembaga swadaya masyarakat (0,127) dan kolaborasi (0,307). Tingkat ketiga ter-

dapat Kriteria yang dipertimbangkan dalam pengelolaan mangrove di wilayah pe-

sisir lokasi penelitian, yaitu Kriteria sumber daya manusia (0,347), luasan mang-

rove (0,148), pencemaran lingkungan (0,136), potensi mangrove (0,173), dan sta-

tus lahan (0,196). Tingkat keempat yaitu Alternatif pengelolaan mangrove yang 

terdiri dari rehabilitasi (0,571) dan konservasi mangrove (0,429). Hasil dari meto-

de AHP didapatkan alternatif yang menjadi prioritas dalam strategi tata kelola 

adalah rehabilitasi mangrove dan kemudian diikuti dengan melakukan konservasi 

mangrove. Rehabilitasi dilakukan dengan penanaman kembali mangrove di ka-

wasan pesisir dan dilanjutkan dengan kegiatan konservasi dalam menjaga dan me-

ningkatkan kualitas sumber daya pesisir. 

 

Kata kunci: Tata Kelola ekosistem mangrove, AHP. 



 

 

ABSTRACT 

 

THE STRATEGY MANGROVE ECOSYSTEM GOVERNANCE  

IN TANGERANG DISTRICT 

 

 

By 

 

ERLITA GIFFANY NOVITASARI 

 

 

 

Mangrove ecosystem which located on the coast of Tangerang Regency has a role 

as an ecosystem service provider. These ecosystem services are grouped into 3 

functions, namely biological functions, ecological functions and economic func-

tions. Considering the important function of the mangrove ecosystem, research 

was conducted to: (1) learn about the types of mangroves in coastal areas of Ta-

ngerang Regency; (2) determine the strategy for the management of mangrove 

ecosystems in Tangerang Regency. The study was conducted in March 2021, lo-

cated in 6 coastal villages namely Kronjo, Patra Manggala, Ketapang, Marga 

mulya, Tanjung Burung and Tanjung Pasir. The data used was primary and se-

condary data and analyzed by the analytical hierarchy process (AHP) method. The 

results of the data collection include, the first level there was a goal that is the 

mangrove ecosystem governance strategy in Tangerang Regency. The second 

level was the actor consisted of the government (0.344), the community (0.223), 

non-governmental organizations (0.127) and collaboration (0.307). The third level 

there was criteria considered in mangrove management in coastal areas of re-

search sites, namely human resource criteria (0.347), mangrove area (0.148), envi-

ronmental pollution (0.136), mangrove potential (0.173), and land status (0.196). 

The fourth level was alternative mangrove management consisted of rehabilita-

tion (0.571) and mangrove conservation (0.429). The results of the AHP method 

obtained that the priority alternative in the governance strategy was mangrove re-

habilitation and then followed by mangrove conservation. Rehabilitation was 

carried out by replanting mangroves in coastal areas and followed by conservation 

activities in maintaining and improving the quality of coastal resources. 

 

Keywords: Mangrove ecosystem governance, AHP.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang di-

pengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Hutan 

mangrove mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan formasi hutan 

lainnya. Tumbuhan mangrove ini dapat tumbuh dan berkembang di daerah interti-

dal atau daerah yang mempunyai toleransi terhadap fluktuasi, salinitas, dan sub-

strat berlumpur. Selain keunikan yang dimiliki hutan tersebut yang terlihat dari 

habitat tempat hidupnya, juga keanekaragaman flora, yaitu: Avicennia sp., Rhizo-

phora sp., Bruguiera sp., dan tumbuhan lainnya yang mampu bertahan hidup di 

salinitas air laut dan fauna yaitu kepiting, ikan, dan jenis Molusca (Kustanti, 

2011).  

 

Ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang cukup luas ini meliputi 8 kecamat-

an yang ada di wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, 

Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Kemiri, Kecamatan 

Sukadiri, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Kronjo. Ekosistem tersebut memiliki 

peran sebagai pemberi jasa ekosistem. Jasa ekosistem tersebut secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi, yakni fungsi biologis, fungsi ekologis, 

dan fungsi ekonomis. Fungsi biologis meliputi fungsi mangrove sebagai tempat 

habitat biota air. Fungsi ekologis meliputi fungsi mangrove sebagai tempat pemi-

jahan dan tempat mencari makan bagi biota perairan. Fungsi ekonomis meliputi 

fungsi mangrove sebagai sumber penghasilan seperti ikan, kepiting, ketam, ke-

rang, udang serta buah dan kayu mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk kebu-

tuhan hidup sehari- hari, dan sebagai tempat wisata (Zhang et al., 2009). 



2 

 

 
 

Tingkat kerusakan sumber daya pesisir Kabupaten Tangerang selama satu dekade 

terakhir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Status mangrove di bebe-

rapa kecamatan semakin menurun setiap tahunnya. Lambat pertumbuhan mang-

rove biasanya disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor alam yang dapat 

menyebabkan hal tersebut yaitu abrasi. Faktor dari manusia, seperti aktivitas in-

dustri baik yang berada di sekitar wilayah mangrove maupun di hulu daerah aliran 

sungai (DAS) dapat menjadi penyebab kerusakan mangrove di wilayah Tange-

rang. Air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri mengakibatkan penurunan 

kualitas air yang mengalir di bagian hilir Kabupaten Tangerang. Selain itu, peru-

sakan habitat dapat disebabkan oleh aktivitas reklamasi, perubahan habitat mang-

rove, tambak udang, dan pelabuhan (Jaya et al., 2015). Mengingat fungsi penting 

dari ekosistem mangrove, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan 

strategi tata kelola pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang secara be-

nar agar dapat dimanfaatkan secara optimal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang di-

pengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ting-

kat kerusakan sumber daya pesisir Kabupaten Tangerang selama satu dekade ter-

akhir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Status mangrove di beberapa 

kecamatan semakin menurun setiap tahunnya. Faktor dari manusia, seperti meng-

konversi lahan mangrove menjadi tambak dapat menyebabkan kerusakan mang-

rove di wilayah Tangerang. Berdasarkan uraian tersebut, maka beberapa permasa-

lahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apa saja jenis mangrove yang ditemukan di Kabupaten Tangerang? 

(2) Bagaimana kondisi mangrove di lokasi penelitian? 

(3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan mangrove? 

(4) Apa saja strategi tata kelola ekosistem mangrove yang dihasilkan dalam pene-

litian? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

(1) Mempelajari jenis mangrove yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Tange-

rang. 

(2) Menentukan strategi untuk pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten 

Tangerang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

(1) Sebagai masukan bagi pemerintah daerah terkait strategi pengelolaan ekosis-

tem mangrove di Kabupaten Tangerang. 

(2) Memberikan informasi tentang jenis mangrove yang ada di wilayah pesisir 

Kabupaten Tangerang. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan laut, ditempati oleh 

beragam ekosistem utama, salah satunya ekosistem mangrove. Kabupaten Tange-

rang memiliki ekosistem mangrove cukup luas meliputi 8 Kecamatan yang ada di 

wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan 

Mekar Baru, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Ke-

camatan Mauk, dan Kecamatan Kronjo. Ekosistem tersebut memiliki peran seba-

gai pemberi jasa ekosistem dan mempunyai arti yang penting karena memiliki 3 

fungsi, yakni fungsi biologis, fungsi ekologis, dan fungsi ekonomis. Namun kon-

disi hutan mangrove di beberapa kecamatan mengalami penurunan setiap tahun-

nya. Penurunan pertumbuhan mangrove secara umum disebabkan oleh faktor 

alam dan manusia. Penurunan tersebut akan terus menerus terjadi apabila tidak 

ada sebuah solusi dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk mencegah keru-

sakan dan mempertahankan keberadaan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. 

Mengingat pentingnya ekosistem mangrove, maka perlu dilakukan kajian menge-

nai potensi ekosistem mangrove dari aspek ekologi, sosial ekonomi, dan 
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kelembagaan guna menentukan potensi dan tingkat kerusakan ekosistem mang-

rove serta menentukan strategi tata kelola pada ekosistem mangrove di Kabupaten 

Tangerang yang paling tepat. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dili-

hat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang 

Kondisi mangrove di Pesisir Kabupaten 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

1.1 Wilayah Pesisir 

 

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara ekosistem daratan dan 

lautan yang memiliki produktivitas hayati tinggi. Adanya pasokan unsur hara dari 

daratan melalui aliran sungai dan aliran air permukaan ketika hujan serta tumbuh 

dan berkembangnya berbagai ekosistem alami seperti hutan mangrove, terumbu 

karang, padang lamun, dan estuaria, menyebabkan wilayah pesisir sangat subur. 

Kawasan hutan wilayah pesisir pada berbagai daerah di Indonesia, terutama di 

Pantai Utara Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur telah 

mengalami degradasi akibat kerusakan hutan maupun konversi ke pemanfaatan la-

innya sebagai pemukiman, tambak, lahan pertanian, lahan perkebunan atau indus-

tri (Utomo et al., 2017).  

 

Wilayah pesisir sebagai daerah yang dinamis dengan frekuensi perubahan ada at-

ribut bologi, kimia dan geologi termasuk produktivitas dan ekosistem yang bera-

gam secara biologi. Wilayah pesisir yang terdiri dari ekosistem pesisir, seperti te-

rumbu karang, mangrove, dan hutan pantai memberikan manfaat sebagai penahan 

alami terhadap badai, banjir dan erosi. Di sisi lain, ekosistem pesisir merasakan 

dampak pencemaran dari kegiatan aktivitas manusia banyak bermukim di wilayah 

pesisir dan melakukan kegiatan pemanfaatan seperti perikanan, transportasi dan 

pariwisata (Witomo, 2019).  

 

Daerah pesisir memiliki berbagai macam potensi, meliputi sumber makanan uta-

ma yang mengandung protein (khususnya protein hewani yang berasal dari ikan, 

udang dan sejenisnya), potensi pariwisata, pemukiman dan pengembangan indus-

tri. Oleh karena itu, daerah pesisir menjadi daerah yang strategis untuk dikelola  
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dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, 

pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya (Putri, 2018).  

 

1.2 Ekosistem Mangrove 

 

Ekosistem mangrove dapat diartikan sebagai ekosistem yang ditumbuhi oleh ber-

bagai vegetasi khas mangrove yang tidak dapat digantikan oleh vegetasi lainnya. 

Vegetasi tersebut sangat khas baik dalam hal penampakan hingga pengelompok-

an. Untuk dapat bertahan hidup pada konsisi habitat tersebut, vegetasi mangrove 

mempunyi pola adaptasi tertentu, mulai dari adaptasi perakaran, adaptasi daun 

hingga adaptasi bunga dan buah. Salah satu bentuk adaptasi yang khas adalah 

membentuk struktur komunitas, memiliki pola asosiasi dan zonasi tertentu 

(Schaduw, 2018). 

 

Ekosistem mangrove dikenal juga dengan hutan mangrove, hutan payau atau hu-

tan bakau. Ekosistem mangrove adalah suatu lingkungan yang mempunyai ciri 

khusus karena lantai hutannya secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi 

oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut 

air laut. Ekosistem mangrove memiliki fungsi antara lain sebagai fungsi ekologis, 

sebagai penampung dan pengolah limbah alami yang berguna untuk menanggula-

ngi pencemaran lingkungan. Fungsi mangrove sebagai ekologis yaitu pelindung 

garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat atau tempat keberlangsungan hidup 

biota akuatik seperti tempat untuk daerah pemijahan (spawning ground), tempat 

asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) serta seba-

gai pengatur iklim makro perairan. Selain itu sebagai fungsi ekologis, fungsi eko-

sistem mangrove lainnya adalah fungsi ekonomi yakni penghasil keperluan rumah 

tangga, penghasil keperluan industri dan penghasil bibit (Prihatin et al., 2012).  

 

Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidup-

an yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan ling-

kungannya dan di antara makhluk hidup tersebut, terdapat pada wilayah pesisir, 

terpengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak 

yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/ payau. Ekosistem mangrove 
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merupakan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara komponen abio-

tik seperti senyawa anorganik, organik, pasang surut, salinitas dengan komponen 

abiotik seperti produsen (vegetasi dan plankton), konsumen makro (serangga, 

ikan, burung dan buaya) (Winarno, 2016). 

 

2.3 Zonasi dan Jenis Mangrove 

 

Mangrove merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di daerah pantai, beriklim 

tropis, subtrat berlumpur, dan tahan terhadap salinitas. Hutan mangrove terdiri da-

ri tiga bagian antara lain zonasi dekat dengan laut, zonasi antara darat dengan laut, 

serta zonasi dekat dengan darat, namun selain berdasarkan letaknya pembagian 

zonasi mangrove juga berdasarkan pada tumbuhan penyusunnya. Mangrove meru-

pakan komunitas vegetasi pantai tropika yang didominasi oleh beberapa spesies 

pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada kawasan pasang surut 

pantai berlumpur. Substrat berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Avicenia ma-

rina dan Rhizophora mucronata. Jenis-jenis lain seperti Rhizopora stylosa tumbuh 

dengan baik pada substrat berpasir, bahkan pada pulau karang, kerang, dan bagian 

lainnya dari Halimeda (Mughofar et al., 2018). 

 

Menurut Tefarani (2018) secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 

zonasi, antara lain: 

(1) Mangrove terbuka. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat 

agak berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia sp. Zonasi ini biasanya bera-

sosiasi dengan Sonneratia sp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang 

kaya bahan organik; 

(2) Mangrove tengah. Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona 

terbuka. Zona ini umumnya didominasi oleh Rhizopora sp. Selain itu, sering 

juga dijumpai Bruguiera sp. dan Xylocarpus sp.; 

(3) Mangrove payau. Zona ini berada di sepanjang sungai berair payau sampai ta-

war. Zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa dan Sonneratia; 

(4) Mangrove daratan. Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir ta-

war di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang uta-

ma ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus, Intsia bijuga,       
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N. fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus 

moluccensis. Zona ini memiliki kekayaan jenis tinggi daripada zona lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Zonasi mangrove di Indonesia 

 Sumber: modifikasi dari Irwanto (2014) 

 

Hutan mangrove banyak dijumpai di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, 

delta dan kawasan-kawasan pantai yang terlindung. Ada beberapa faktor ling-

kungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove adalah topografi pan-

tai, iklim, pasang surut, gelombang dan arus, salinitas, oksigen terlarut, tanah, 

nutrien dan proteksi. Pasang surut merupakan faktor yang sangat menentukan zo-

nasi komunitas flora dan faktor yang membatasi distribusi spesies mangrove, ter-

utama distribusi horizontal. Area yang selalu tergenang hanya Rhizophora mucro-

nata yang tumbuh baik, sedangkan Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp. jarang 

mendominasi daerah yang sering tergenang (Muhsimin, 2018).  

 

2.4 Manfaat dan Fungsi Mangrove 

 

Ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam daerah tropika yang mempu-

nyai manfaat ganda baik aspek ekologi maupun sosial ekonomi. Besarnya peranan 

ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan 

baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove 

serta ketergantungan manusia terhadap ekosistem mangrove tersebut. Menurut 

Saparinto (2007), hutan mangrove mempunyai tiga fungsi utama bagi kelestarian 

sumber daya, yakni:  
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(1) Fungsi fisik, hutan mangrove secara fisik menjaga dan menstabilkan garis 

pantai serta tepian sungai, pelindung terhadap hempasan gelombang dan arus, 

mempercepat pembentukan lahan baru;  

(2) Fungsi biologi adalah sebagai tempat asuhan (nursery graound) tempat men-

cari makan (feeding ground), tempat berkembang biak berbagai jenis crusta-

ceae, ikan, burung, biawak dan ular. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan epifit 

dan parasit seperti angrek, pakis dan tumbuhan lainnya dan berbagai kehidup-

an. Hutan mangrove juga sebagai penghasil serasah/ zat hara yang cukup 

tinggi produktivitasnya jika dibandingkan dengan hutan darat tropika. Unsur 

hara yang terkandung di dalamnya adalah nitrogen, magnesium, natrium, 

kalsium, fosfor dan sulfur; 

(3) Fungsi ekonomi yakni kawasan hutan mangrove berpotensi sebagai tempat 

rekreasi, lahan pertambakan dan penghasil produk bahan baku industri.  

 

Besarnya peranan hutan mangrove atau ekosistem mangrove bagi kehidupan da-

pat diketahui dari banyaknya jenis flora fauna yang hidup dalam ekosistem perair-

an dan daratan yang membentuk ekosistem mangrove. Kawasan yang kaya akan 

keanekaragaman hayati ini mempunyai segudang harapan bagi masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, hutan mangrove sering sekali men-

jadi incaran para pemodal dan masyarakat untuk mengelola dan merubah fungsi 

mangrove tersebut. Masyarakat daerah pantai umumnya mengetahui bahwa hutan 

mangrove sangat berguna dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara untuk me-

menuhi kebutuhan hidup. Pohon mangrove adalah pohon berkayu yang kuat dan 

berdaun lebat. Mulai dari bagian akar, kulit kayu, batang pohon, daun dan bunga-

nya semua dapat dimanfaatkan manusia. Beberapa manfaatnya antara lain, tempat 

berlabuh dan bertambatnya perahu, obat-obatan, bahan pengawet serta makanan 

hingga bahan bangunan (Riwayati, 2014). 

 

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas, serta me-

miliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Ekosistem 

mangrove dikatakan produktif dan memberikan manfaat tinggi teutama dari fung-

si yang dikandungnya. Pengelompokan berbagai macam manfaat dan fungsi eko-

sistem hutan mangrove. Selain itu, manfaat ekosistem hutan mangrove yang 
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berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam 

gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pan-

tai dari abrasi, gelombang air pasang (rob), tsunami, penahan lumpur dan perang-

kap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke 

daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu 

(Lasibani et al., 2009).  

 

2.5 Kerusakan Ekosistem Mangrove 

 

Ekosistem mangrove sangat peka terhadap gangguan dari luar terutama melalui 

kegiatan reklamasi dan polusi. Menurut Waryono (2006), tiga sumber utama pe-

nyebab kerusakan ekosistem mangrove, yaitu: 

(1) Pencemaran; 

(2) Penebangan yang berlebihan/ tidak terkontrol; 

(3) Konversi ekosistem mangrove yang kurang mempertimbangkan faktor ling-

kungan menjadi bentuk lahan yang berfungsi non ekosistem seperti pemu-

kiman, pertanian, pertambangan dan pertambakan. 

 

Kegiatan penebangan mangrove, baik dalam skala kecil dapat berdampak pada 

penurunan kualitas dari ekosistem tersebut. Konsentrasi dari kebanyakan partiku-

lat nutrien meningkat di permukaan tanah pada tegakan yang telah dipanen (dite-

bang), daun, ranting dan cabang kecil yang terbuang. Berkurangnya pohon me-

nyebabkan semakin tinggi penetrasi cahaya pada kanopi, sehingga meningkatkan 

evaporasi, salinitas dan konsentrasi elemen terlarut. Peningkatan konsentrasi kar-

bon total, nitrogen, dan fosfor setelah penebangan memperlihatkan besarnya pe-

ningkatan pada ranting, cabang kecil, daun dan potongan kecil pohon lainnya, 

yang terdapat di permukaan lantai hutan setelah penebangan. Konsentrasi inter-

stisial dari sulfida terlarut, logam dan amonium juga meningkat karena mening-

katnya soil desiccation (yang dibuktikan dengan meningkatnya salinitas) dan pe-

nurunan dalam penyerapan solute dan translokasi oksigen di akar. Laju metabo-

lisme anaerobik tanah (reduksi sulfat) menurun setelah terjadinya penebangan 

(Alongi et al., 2008). 
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Menurut Dahuri et al. (1996), salah satu penyebab kerusakan wilayah pesisir ada-

lah aktivitas perekonomian yang sukar dikendalikan dan kesadaran terhadap pen-

tingnya upaya pelestarian sumber daya alami wilayah pesisir yang masih rendah 

di kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soraya (2012) menya-

takan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat serta fungsi 

hutan mangrove serta tingkat pendidikan formal yang masih rendah, menyebab-

kan masyarakat kurang memperhatikan akibat dari pemanfaatan hutan mangrove 

secara besar-besaran dan melakukan kegiatan konservasi tanpa memperhatikan 

ketersediaan hutan mangrove untuk generasi yang akan datang Masalah seperti ini 

telah mengancam kelestarian kawasan serta sumber daya alam hayati beserta eko-

sistemnya. Ditambahkan oleh Alimuna et al. (2018), peningkatan jumlah pendu-

duk pesisir yang tinggi dan kegiatan pembangunan dengan berbagai tujuan me-

nimbulkan tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir, khususnya pada ekosis-

tem mangrove. Tekanan yang semakin besar ini berdampak pada rusaknya mang-

rove baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 

2.6 Pengelolaan Pesisir dan Mangrove 

 

Pengelolaan wilayah pesisir dapat memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber 

daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyelu-

ruh, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan kemudian merencanakan 

serta mengelola segenap pemanfaatannya. Pembangunan wilayah pesisir perlu 

memperoleh perhatian yang cukup karena aset serta sumber daya pesisir dan laut-

an mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional. Pe-

ngetahuan mengenai batasan ekologis menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan 

pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Menu-

rut Waluyo (2014), perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan de-

ngan memadukan empat aspek, yaitu: 

(1) Keterpaduan sektor kesinambungan;  

(2) Keterpaduan disiplin ilmu;  

(3) Keterpaduan stakeholder baik pemerintah, pihak swasta/ investor, masyarakat 

pesisir dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
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Menurut Nugroho et al. (2012), alasan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan ha-

rus memenuhi kaidah keberlanjutan (sustainability) adalah sebagai berikut:  

(1) Komponen hayati dan non hayati dalam wilayah pesisir membentuk suatu e-

kosistem yang kompleks hasil dari ragam biofisik (ekologis) yang rentan ter-

hadap perubahan yang disebabkan kegiatan manusia maupun bencana alam; 

(2) Wilayah pesisir mempunyai ragam ekologi maupun keuntungan lokasi (loca-

tion advantage) biasanya ditemukan beragam pemanfaatan untuk keperluan 

pembangunan seperti budidaya tambak, perikanan tangkap, pariwisata serta 

industry atau permukiman; 

(3) Wilayah pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat 

(orang) yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja 

yang berbeda sebagai nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendam-

ping pariwisata serta bekerja di sektor industri dan kerajinan; 

(4) Secara ekologis dan ekonomis, pemanfaatan pesisir secara monokultur (single 

use) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang men-

jurus pada kegagalan usaha, sebagai contoh pembukaan hutan mangrove 

menjadi tambak udang; 

(5) Wilayah pesisir dan laut umumnya merupakan sumber daya milik bersama 

(common property resources) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. 

Oleh karena itu pemanfaatan wilayah pesisir dan laut memerlukan perenca-

naan dan pengelolaan secara serius dari pemerintah, masyarakat dan stake-

holder yang berkepentingan di dalamnya. 

 

Pengelolaan hutan mangrove merupakan suatu upaya perlindungan terhadap hutan 

mangrove menjadi kawasan hutan konservasi dan rehablitasi hutan mangrove se-

perti kegiatan penghijauan untuk mengembalikan nilai estetika dan fungsi ekolo-

gis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada 

kegiatan lain. Hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai dan sungai menyedia-

kan habitat bagi berbagai jenis ikan. Hutan mangrove sebagai salah satu lahan ba-

sah di daerah tropis dengan akses yang mudah serta kegunanan komponen biodi-

versitas dan lahan yang tinggi menjadikan sumber daya tersebut sebagai sumber 

daya tropis yang kelestariannya akan terancam. Hal ini menjadi salah satu pusat 
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dari isu lingkungan global. Merupakan ekosistem pesisir yang sangat penting un-

tuk mendukung keberlangsungan hidup berbagai biota laut. Ekosistem ini merupa-

kan hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai sangat d pengaruhi 

oleh kondisi pasang surut air laut (Mangkay et al., 2012). 

 

2.7 Kewenangan dan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove 

 

Pengelolaan ekosistem mangrove memiliki dua sektor besar, yaitu sektor kehutan-

an dan sektor perikanan dan kelautan. Sektor kehutanan mempunyai kewenangan 

untuk mengelola mangrove yang masuk ke dalam kawasan hutan, sedangkan eko-

sistem mangrove di luar kawasan hutan dikelola oleh sektor perikanan dan kelaut-

an. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan mangrove yang ada pada umumnya di-

pengaruhi oleh kepentingan dan kewenangan kedua sektor tersebut (Salminah dan 

Alviya, 2019). 

 

Mangrove yang secara ruang menempati wilayah administrasi sebuah sistem pe-

merintahan daerah maupun pemerintah daerah/ kota. Hal ini terkait dengan kewe-

nangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Wewenang adalah kekua-

saan formal atas sekelompok orang tertentu terhadap golongan orang tertentu 

maupun kekuasaan atas suatu wilayah pemerintahan tertentu yang secara bulat da-

ri kekuasaan legislatif atau pemerintahan (Marbun, 1997). 

 

Menurut Huda (2008) dan Anwar (2021), ada banyak peraturan-peraturan yang 

terkait dengan pengelolaan mangrove, yaitu: 

(1) UUD 1945 Pasal 33 ayat 3; 

(2) UU no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

(3) UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 

(4) UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

(5) UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, diubah melalui UU no.1 tahun 2014; 

(6) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Eko-

sistemnya. 

(7) UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 
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(8) Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wila-

yah Nasional; 

(9) Perpres no. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove; 

(10) Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian no. 4 tahun 2017 tentang Ke-

bijakan, Strategi, Program dan Indikator Kriteria Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove Nasional; 

(11) UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-

dup; 

(12) Perda Provinsi Banten no. 10 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelo-

laan Lingkungan Hidup; 

(13) Perihal kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan pengelolaan hutan, 

diatur dalam UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

2.8 Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

 

Dengan memperhatikan berbagai karakteristik ekosistem hutan mangrove dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka perlu adanya bentuk pengelolaan hutan 

mangrove yang berkelanjutan. Bentuk pengelolaan hutan mangrove ini perlu 

memperhatikan aspirasi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan melihat 

berbagai fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi kelangsungan makhluk hidup 

di muka bumi maka diperlukan strategi untuk pengelolaan hutan mangrove yang 

berkelanjutan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). 

AHP merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses pengambilan kepu-

tusan suatu masalah-masalah kompleks, seperti permasalahan perencanaan, pe-

nentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijaksanaan, alokasi sum-

ber, penentuan kebutuhan, peramalan kebutuhan, perencanaan performance, opti-

masi, dan pemecahan konflik (Saaty, 1993). 

 

AHP merupakan metode yang sangat powerfull dalam menyelesaikan masalah 

yang rumit. AHP sudah digunakan pada berbagai bidang ilmu, mulai dari ekono-

mi, kebijakan publik sampai dengan pengambilan keputusan. Suatu persoalan di-

selesaikan dalam suatu kerangka pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat di-

ekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif. Persoalan yang kompleks 
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dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. AHP me-

miliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan ka-

rena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pi-

hak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan AHP, proses ke-

putusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang 

dapat ditangani dengan mudah (Utari, 2016).  

 

AHP merupakan suatu model pendekatan yang memberkan kesempatan bagi para 

rencana dan pengelola program bidang kesehat-an untuk dapat membangun gagas-

an atau ide-ide dan mendefinisikan persoalan yang ada dengan cara membuat 

asumsi dan selanjutnya mendapatkan pemecahan yang diinginkan. Penggunaan 

metode AHP menerapkan dengan cerdas pendekatan matematis yang kompleks, 

namun berdasarkan pendekatan kualitatif yang dapat diterima oleh semua stake-

holder dan pengelola program. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang multi objektif dan multi kriteria didasarkan pada 

perbandingan preferensi dari setiap elemen da-lam hierarki. Jadi model ini meru-

pakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Kemampuan me-

tode AHP yang digunakan di sini adalah dalam analisis konsistensi dan analisis 

sensitifitas. Analisis konsistensi ditujukan tehadap hierarki prioritas yang diba-

ngun, sedangkan analisis sensitifitas dimaksudkan untuk melihat pengaruh setiap 

elemen terhadap hierarki prioritas yang dibangun (Makkasau, 2012).  

 

Dalam penyusunan atau pembuatan struktur bagan secara hierarki yang terdiri atas 

beberapa tingkat/ level rincian, yaitu Tujuan Utama/ Fokus Masalah, Aktor/ Pihak 

yang berwenang, Kriteria dan Alternatif. Tujuan Utama/ fokus masalah merupa-

kan masalah utama yang perlu dicari solusinya dan terdiri dari hanya atas satu ele-

men yaitu sasaran menyeluruh. Selanjutnya, Aktor/ pihak yang berwenang meru-

pakan orang yang berwenang dalam pengelolaan. Kemudian Kriteria merupakan 

aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas fo-

kus masalah. Untuk suatu masalah yang kompleks atau berjenjang, Kriteria dapat 

diturunkan kepada sub-sub Kriteria. Dengan demikian, Kriteria terdiri lebih dari 

satu tingkat hierarki. Adapun Alternatif merupakan berbagai tindakan akhir dan 
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merupakan pilihan keputusan dari penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut 

(Marsono, 2020).



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021, bertempat di Pesisir Kabupaten 

Tangerang. Lokasi penelitian meliputi 6 desa, yaitu Desa Kronjo (Kecamatan 

Kronjo), Desa Patra Manggala (Kecamata Kemiri), Desa Ketapang, Desa Marga-

mulya (Kecamatan Mauk) Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir (Keca-

matan Teluk Naga). Lokasi pengamatan tersebut dipilih berdasarkan program re-

habilitasi ekosistem mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ta-

ngerang serta lokasi tersebut dapat mewakili kondisi mangrove yang terdapat di 

Kabupaten Tangerang. Berikut peta lokasi penelitian bisa dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Peta penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah formulir kuisioner, alat 

tulis, alat dokumentasi seperti kamera dan analisis data dibantu dengan Microsoft 

Office Excel untuk mengolah data. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Pe-

ngumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapang, wawancara dan do-

kumentasi. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka yang ber-

kaitan dengan penelitian ini, yaitu studi literatur tentang profil setiap kecamatan 

pesisir di Kabupaten Tangerang dan interaksi sosial ekologis masyarakat pesisir 

kabupaten ini terkait pengelolaan sumber daya alam hutan mangrove. Pengum-

pulan data primer menggunakan metode pengamatan lapangan yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di la-

pangan, sehingga dapat mendeskripsikan secara faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia serta konteks dimana kegiatan 

itu berada.  

(2) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada res-

ponden dan stakeholder dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan 2 tahap wawancara yakni: 

(a) wawancara tahap 1 terhadap responden (kepala desa, camat dan LSM) 

yang mengetahui aktor yang berwenang dalam pengelolaan mangrove 

untuk menentukan komponen pada bagan AHP dan diikuti wawancara 

terhadap responden yakni masyarakat sekitar. 

(b) setelah mengetahui data tersebut berikutnya dilakukan wawancara tahap 

2 AHP yakni wawancara dengan pakar/ stakeholder pemerintah serta pe-

megang kewenangan terhadap pengelolaan mangrove. Wawancara 
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tersebut dilakukan untuk menentukan analisis AHP dalam pengelolaan 

mangrove. 

(3) Studi dokumentasi  

Pengumpulan data untuk memperoleh data tertulis melalui buku, gambar, foto 

ataupun yang sejenisnya guna mendukung data-data yang diperoleh melalui 

observasi dan kuisioner. 

 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Metode pengambilan sampel untuk strategi pengelolaan dilakukan dengan meng-

gunakan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang dila-

kukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Teknik ini digunakan untuk mencari responden yang sesuai dengan tujuan dan 

masalah penelitian karena tidak semua populasi berpeluang menjadi sampel. Sam-

pel yang dipilih harus sesuai kepentingan dan kebutuhan penelitian yakni pengam-

bilan sampel terhadap para penentu kebijakan dan stakeholders lainnya. Pengum-

pulan data terhadap responden dilakukan dengan menggunakan pendekatan wa-

wancara berpedoman pada kuesioner. Pengambilan data terhadap responden 

menggunakan pendekatan wawancara secara terstruktur dengan kuisioner. Pe-

ngambilan sampel responden dengan kuisioner ini terdiri dari 5 orang (kepala de-

sa, camat dan LSM), 5 orang pakar/ stakeholder pemerintah yang berwenang 

dalam pengelolaan mangrove serta 70 orang (masyarakat sekitar dalam 6 desa 

tersebut). 

 

3.3.3 Teknik Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifiksi dan menganalisis ke-

bijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini adalah 

dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). AHP diguna-

kan sebagai tindak lanjut proses membuat urutan prioritas kebijakan dalam penge-

lolaan ekosistem hutan mangrove. AHP dilakukan untuk mendapatkan pilihan 

langkah operasional dari pandangan/ aspirasi stakeholder terkait dengan pengelo-

laan ekosistem hutan mangrove. Pemilihan responden ditentukan oleh keterlibat-

an dalam penentuan prioritas kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove 
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terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian prinsip-prinsip pembangun-

an berkelanjutan. Kelompok stakeholder tersebut adalah pemerintah yang memi-

liki wewenang dalam mengelola ekosistem mangrove.  

 

Langkah-langkah untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan AHP se-

bagai berikut: 

(1) Menyusun hierarki dalam bagan struktur AHP 

Setelah mendapatkan data hasil kuisioner kemudian langkah berikutnya yang 

dilakukan yaitu harus mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukan 

sebanyak mungkin rincian elemen (kriteria) yang relevan serta alternatif yang 

akan dipilih. Kemudian menyusun model bagan struktur AHP secara hierarki 

yang terdiri atas beberapa tingkat/ level rincian, yaitu tujuan utama (fokus 

masalah), kriteria dan alternatif. Berikut contoh bagan struktur AHP yang 

bisa dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh bagan struktur AHP 

 

(2) Membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar 

kriteria 

Setelah menyusun hierarki, selanjutnya membuat matriks perbandingan ber-

pasangan (pairwise comparison) antar kriteria. Matriks tersebut dibuat 

Tujuan Utama Strategi Tata Kelola Ekosistem Mangrove 

Aktor Kolaborasi 

Potensi Mangrove 

 

Status lahan 

 

Alternatif Rehabilitasi Konservasi 

Kriteria 

Pemerintah LSM Masyarakat 

SDM 
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berdasarkan data penelitian (penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen 

pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya dari pa-

ra informan/ responden ahli). Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan 

atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat ke-

pentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.  

 

(3) Menetapkan bobot prioritas kriteria dengan menentukan eigenvector 

Eigenvector adalah bobot setiap elemen yang digunakan untuk penentuan pri-

oritas elemen- elemen pada tingkat hierarki terendah hingga mencapai tujuan, 

yaitu pada tingkat paling atas (satu elemen). Penghitungan dilakukan dengan 

cara menjumlahkan semua nilai setiap kolom dalam matriks, membagi setiap 

nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh 

normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan mem-

baginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata- rata. Berdasarkan 

perhitungan akan diperoleh nilai eigenvector sebanyak kriteria yang diban-

dingkan. Kriteria dengan nilai eigenvector yang tertinggi menunjukkan bahwa 

kriteria tersebut yang paling diprioritaskan (prioritas pertama). Proritas selan-

jutnya yaitu kriteria- kriteria dengan nilai eigenvector di bawahnya. Jika 

jumlah informan/ responden ahli dijadikan sampel penelitian berjumlah dua 

orang atau lebih, maka dilakukan perhitungan geometric mean. Alasannya 

karena harus mempertahankan ciri “reciprocality” dari matriks yang diguna-

kan dalam proses analisis hierarki. Geometric mean  inilah yang dapat meng-

hitung nilai rata-rata dari penilaian perbandingan berpasangan. Persamaan 

geometric mean yaitu: 

GM= √𝑛𝑋1′𝑋2′𝐾′𝑋𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

GM     = Geometric mean 

X, X1, X2,..., Xn  = bobot penilaian ke-1, 2, 3,..., n 

n     = jumlah n (ordo) 

 

(4) Mengukur konsistensi logis dengan menguji indeks konsistensi (consistency 

index/ ci) dan konsisensi rasio (rasio consistency/ ri) kriteria dan alternatif 
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Mengukur konsistensi logis bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian 

nilai oleh para responden dalam pembandingan antar elemen telah dilakukan 

secara konsisten. Ketidakkonsistenan dapat timbul karena miskonsepsi atau 

ketidaktepatan dalam melakukan hierarki, kekurangan informasi, kekeliruan 

dalam penulisan angka dan lain-lain. Mengukur konsistensi lokis dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) mencari nilai vektor [A] =  matriks awal dikalikan dengan (eigenvector) 

b) mencari nilai vektor [B] 

[B] =
Vektor [A]

Bobot Prioritas
 

c) mencari maximum eigenvalue 

λ max =
Jumlah elemen pada matriks B

n
 

keterangan: 

λ max = maximum eigenvalue (jumlah penilaian seluruhnya) 

n = jumlah elemen 

d) mengukur consistency index (CI): 

CI = 
λ max −  n

n−1
 

e) Random index (RI): 

Tabel 1. Random index 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber: Saaty, 1993 

f) mengukur consistency rasio (CR) 

CR = 
CI

RI
 

Jawaban responden ahli (data) tentang pembandingan antar elemen diang-

gap konsistem jika CR tidak melebihi 10% (CR ≥ 0,1). Jika nila CR > 10% 

berarti penilaian yang telah dibuat mungkin dilakukan secara random dan 

perlu direvisi (Suryadi, 1998 dalam Marsono, 2020).  

 

 

 

 



23 

 

 
 

(5) Membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dan  

bobot prioritas (eigenvector) antar alternatif kaitannya dengan kriteria serta 

mengukur konsistensi logisnya 

Perbandingan berpasangan, yaitu setiap elemen dibandingkan berpasangan 

terhadap suatu aspek atau kriteria yang ditentukan. Berikut adalah arti skala 

banding berpasangan yang dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Skala banding berpasangan 

No. 
Tingkat 

kepentingan 
Definisi variable Penjelasan 

1. Nilai 1 Kedua faktor sama 

pentingnya 

Kedua elemen memberikan penga-

ruh sama pentingnya 

2. Nilai 3 Faktor yang satu sedikit 

lebih penting daripada 

faktor yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan se-

dikit memihak elemen satu dibanding 

yang lainnya 

3. Nilai 5 Faktor satu esensial atau 

lebih penting daripada 

faktor lainnya 

Pengalaman dan penilaian dengan 

kuat memihak elemen satu diban-

ding yang lainnya 

4. Nilai 7 Satu faktor jelas lebih 

penting daripada faktor 

lainya 

Elemen yang satu dengan kuat disu-

kai dan didominasinya tampak nya-

ta dalam praktek 

5. Nilai 9 Satu faktor mutlak lebih 

penting daripada faktor 

lainnya 

Bukti yang memihak elemen yang 

satu atas yang lain berada pada ting-

kat persetujuan tertinggi yang 

mungkin 

6. Nilai 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara, di 

antara dua nilai 

pertimbangan yang 

berdekatan. 

Diperlukan kompromi antara dua 

perbandingan 

Sumber: Saaty (1993). 

 

Nilai-nilai perbandingan antar elemen yang telah didapatkan, kemudian dio-

lah untuk menentukan peringkat bobot elemen (kriteria) dari seluruh elemen 

yang ada. Baik elemen kuantitatif maupun kualitastif dapat dibandingkan de-

ngan penilaian dari responden (judgment) yang telah ditentukan untuk meng-

hasilkan bobot prioritas. 
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(6) Membuat prioritas global (global priority) 

Prioritas global diperoleh dengan cara mengalikan bobot tiap alternatif de-

ngan bobot kriteria. Hasilnya merupakan tingkat bobot prioritas dari masing-

masing alternatif, sehingga dapat diketahui prioritas global pertama, kedua 

dan seterusnya (sesuai banyaknya alternatif yang dipilih).  

 

(7) Kembali ke bagan hierarki dan menuliskan hasil perhitungan pada kotak 

masing-masing aktor, kriteria dan alternatif 

Setelah diperoleh nilai prioritas global dari masing-masing aktor, kriteria dan 

alternatif, selanjutnya bagan struktur hierarki AHP ditampilkan kembali dan 

menuliskan nilai-nilai tersebut dalam kotak masing-masing aktor, kriteria dan 

alternatif. Berdasarkan besarnya nilai-nilai tersebut, maka akan diketahui nilai 

aktor mana yang paling besar (sebagai aktor dengan prioritas global pertama), 

nilai kriteria mana yang paling besar (sebagai kriteria dengan prioritas global 

pertama) dan nilai alternatif mana yang paling besar (sebagai alternatif 

dengan prioritas global pertama). 

 

(8) Mengambil keputusan 

Langkah terakhir ini yaitu mengambil keputusan yang merupakan jawaban 

dari fokus masalah yang diteliti. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil 

perhitungan global priority yaitu nilai alternatif tertinggi merupakan bobot 

prioritas pertama dan diputuskan untuk dipilih sebagai jawaban yang tepat 

terhadap permasalahan. Pengambilan keputusan ini merupakan hasil akhir da-

ri analisis data menggunakan AHP, yang kemudian disimpulkan dan dapat di-

ajukan saran atau rekomendasi kepada stakeholder yang terkait dengan pene-

litian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian strategi tata kelola ekosistem mangrove di Kabupaten 

Tangerang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Jenis mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, khu-

susnya di 6 lokasi penelitian adalah Rhizophora mucronata, Rhizophora sty-

losa, Bruguiera gymnorhiza, Bruguiera cylindrica, Avicennia marina, Avi-

cennia officinalis, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, Lumnitzera race-

mosa, Ceriops tagal, Xylocarpus granatum, Bruguiera parviflora, Avicennia 

alba, Rhizophora apicullata dan Nypa fruticans 

(2) Berdasarkan hasil AHP didapatkan Aktor yang berwenang dalam pengelolaan 

mangrove adalah pemerintah. Kriteria yang menjadi prioritas pertimbangan 

dalam pengelolaan mangrove adalah sumber daya manusia (SDM). Alternatif 

strategi tata kelola yang menjadi prioritas adalah rehabilitasi mangrove dan 

kemudian diikuti dengan melakukan konservasi mangrove. Rehabilitasi dila-

kukan dengan penanaman kembali mangrove di kawasan pesisir dan dilanjut-

kan dengan kegiatan konservasi dalam perlindungan, menjaga, pelestarian 

dan meningkatkan kualitas sumber daya pesisir. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan saran dari hasil penenlitian ini yaitu, sebagai berikut: 

(1) Menerapkan prioritas alternatif pada strategi tata kelola ekosistem mangrove 

di Kabupaten Tangerang dan dimusyawarahkan bersama seluruh stakeholder 

yang berwenang dengan mengikutsertakan LSM serta masyarakat dalam 
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mewujudkan kelestarian ekosistem mangrove dan pengelolaannya agar 

berkelanjutan. 

(2) Perlu dilakukannya penyuluhan maupun pelatihan dari kelompok terbentuk 

yang bekerja sama dengan stakeholder dengan tujuan memberikan motivasi 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mang-

rove.
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